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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan pada bab-bab yang terdahulu, dapat dikemukakan 

beberapa kesimpulan untuk menjawab identifikasi masalah dalam Penelitian sebagai 

berikut : 

 

1. Kedudukan hukum waris anak dalam kandungan menurut Hukum Islam dapat 

dikatakan sebagai ahli waris, jika mempunyai hubungan darah dengan Pewaris 

dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Sedangkan menurut Hukum Adat baik 

pada masyarakat yang menarik garis keturunan Parental (menarik garis 

keturunan dari kedua belah pihak), khususnya pada masyarakat Jawa maupun 

pada masyarakat yang yang menarik garis keturunan Unilateral (menarik garis 

keturunan dari salah satu pihak), yakni Patrilineal (menarik garis keturunan dari 

pihak ayah) khususnya pada masyarakat Batak dan Matrilineal (menarik garis 

keturunan dari pihak ibu) khususnya pada masyarakat Minangkabau bahwa 

anak dalam dalam kandungan merupakan ahli waris dari pewaris yang sah 

karena dalam Hukum Adat, anak kandung merupakan ahli waris yang utama 

dari orang tuanya. 

 

2. Pengaturan dan pembagian waris anak dalam kandungan menurut Hukum Islam 

dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Dengan cara menunggu sampai dengan anak dalam kandungan tersebut 

lahir 

b. Dengan cara langsung pembagian harta warisan walaupun anak dalam 

kandungan tersebut belumlah lahir. Pembagian tersebut dapat dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu: 

1) Jika anak dalam kandungan mewaris bersama-sama dengan orang 

(kerabat) yang tidak berhak mewaris, baik anak itu laki-laki 

maupun perempuan 
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2) Jika anak dalam kandungan mewaris bersama-sama dengan ahli 

waris lainnya, dimana ahli waris yang lain ini bagian warisnya tidak 

terpengaruh baik laki-laki maupun perempuan 

3) Jika anak dalam kandungan mewaris bersama-sama dengan ahli 

waris lainnya, dimana bagian ahli waris lainnya tidak terpengaruh 

oleh status kelamin anak dalam kandungan yang akan dilahirkan. 

Sedangkan dalam Hukum Adat, pengaturan dan pembagian waris bagi 

anak dalam kandungan sebagian besar ditangguhkan sampai dengan anak 

tersebut lahir dalam keadaan hidup. Selanjutnya mengenai besaran bagian 

warisannya jika anak dalam kandungan di dalam masyarakat Batak Karo yang 

dilahirkan berjenis kelamin perempuan maka tidak mendapat bagian warisan, 

namun setelah adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 

November 1961 Reg.No.179 K/Sip/1961 maka anak dalam kandungan apabila 

berjenis kelamin perempuan mendapat bagian warisan yang sama besaran 

bagiannya dengan anak kandung laki-laki. Jika anak dalam kandungan di dalam 

masyarakat Minangkabau yang berjenis kelamin laki-laki saat dilahirkan maka 

tidak mendapat bagian warisan. Sedangkan anak dalam kandungan di 

masyarakat Jawa pada saat dilahirkan dalam keadaan hidup baik berjenis 

kelamin laki-laki ataupun perempuan sama-sama mendapat besaran bagian 

harta warisan yang sama. 

 

3. Pengaturan kedepannya mengenai kedudukan hukum waris anak dalam 

kandungan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat adalah perlu adanya suatu 

penetapan yang diatur di dalam sebuah peraturan mengenai waris anak dalam 

kandungan baik dalam hukum positif maupun dalam hukum adat yang dapat 

menjadi dasar hukum mengenai kedudukan dan pembagian warisan anak dalam 

kandungan untuk menjamin kepastian hukum. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan Penelitian, maka dapat diajukan beberapa saran Penelitian 

sebagai berikut : 

 

1. Disarankan kepada pemerintah untuk membentuk sebuah peraturan yang 

membahas kedudukan waris anak dalam kandungan, mengenai jangka waktu 
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sependek-pendeknya antara saat berlangsung perkawinan dengan kelahiran 

anak dan jangka waktu selama-lamanya antara saat putusnya perkawinan 

dengan kelahiran anak dalam kandungan serta tata cara pembagian warisannya 

berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat 

 

2. Disarankan kepada para hakim untuk melakukan penafsiran dan konstruksi 

hukum apabila menghadapi kasus yang berkaitan dengan kedudukan waris anak 

dalam kandungan baik dari perspektif Hukum Islam maupun perspektif Hukum 

Adat. 

 

3. Disarankan kepada kepala adat baik berdasarkan cara menarik garis keturunan 

Patrilineal, Matrilineal, dan Parental untuk membuat sebuah peraturan desa adat 

yang tertulis untuk membahas mengenai kedudukan anak dalam kandungan, 

syarat-syarat yang harus dipenuhi agar anak dalam kandungan tersebut dapat 

dinyatakan sebagai ahli waris, dan tata cara pembagian warisannya. 

 

4. Disarankan kepada para pihak dan masyarakat apabila menghadapi persoalan 

mengenai waris bagi anak dalam kandungan sebaiknya pembagian warisan 

ditangguhkan sampai dengan anak dalam kandungan tersebut lahir dalam 

keadaan hidup agar memberikan kepastian hukum bagi anak dalam kandungan 

mengenai bagian warisan. 
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